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Abstrak
 

Pelaksanaan pelayanan Hak Tanggungan terintegrasi secara elektronik wajib dilaksanakan di seluruh Kantor

Pertanahan sejak 8 Juli 2020. Adanya sistem layanan Hak Tanggungan terintegrasi secara elektronik, secara

tidak langsung berdampak pada PPAT yang memiliki peran penting dalam pendaftaran Hak Tanggungan

sehingga menimbulkan adanya suatu tanggung jawab. Pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan secara

elektronik, maka Akta Pemberian Hak Tanggungan dan dokumen lainnya dilakukan melalui sistem

elektronik dan dalam bentuk dokumen elektronik. Permasalahan di dalam penelitian ini adalah pelayanan

hak tanggungan secara elektronik di wilayah Kota Tangerang Provinsi Banten dan tanggung jawab PPAT

dalam proses pendaftaran Hak Tanggungan secara elektronik. Untuk menjawab permasalahan tersebut

digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Adapun

analisis data yang digunakan secara kualitatif dengan tipe penelitian eksplanatoris yang bertujuan untuk

menggambarkan atau menjelaskan lebih mendalam suatu gejala dan bersifat mempertegas hipotesa yang

ada. Hasil analisis penelitian ini yaitu dalam hal penyampaian Akta Pemberian Hak Tanggungan berbentuk

dokumen elektronik dan kelengkapan persyaratan kepada Kantor Pertanahan tetap menjadi tugas dari PPAT.

Tanggung jawab PPAT dalam pendaftaran Hak Tanggungan secara elektronik mengakibatkan adanya suatu

tanggung jawab khususnya berhubungan dengan tanggung jawab terhadap berkas dan dokumen yang

diunggah dan yang disimpan oleh PPAT. Dalam hal ini PPAT harus selalu memperbaharui semua informasi

mengenai regulasi Teknologi Informasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas jabatannya sehari-hari serta

harus berhati-hati dalam menjalankan jabatannya agar tidak terjadi masalah di kemudian hari.

......The implementation of electronic integrated Mortgage services must be carried out in all Land Offices

since July 8, 2020. The existence of an electronic integrated Mortgage Service system, indirectly impacts

PPAT which has an important role in the registration of Mortgage Rights, giving rise to a responsibility.

Mortgage registration is carried out electronically, so the Deed Granting Mortgage and other documents is

carried out through the electronic system and in the form of electronic documents. The problem with this

study is the electronic mortgage service in the Tangerang City area of Banten Province and the PPAT's

responsibility in the electronic mortgage registration process. To answer these problems, a normative

juridical legal research method with a statutory approach is used. The data analysis used qualitatively with

the type of explanatory research which aims to describe or explain more deeply a symptom and is to

reinforce the existing hypothesis. The results of the analysis of this study are that in terms of submitting the
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Deed Granting Mortgage in the form of an electronic document and the completeness of the requirements of

the Land Office, it remains the task of the PPAT. PPAT's responsibility in registering Mortgage

electronically results in a responsibility, especially in relation to the responsibility for files and documents

uploaded and stored by PPAT. In this case, the PPAT must always update all information regarding

Information Technology regulations related to the implementation of his daily duties and must be careful in

carrying out his position so that problems do not occur in the future.


